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Ruang lingkup                                       
meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta
pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan.
- Ps. 5 (1) UU 25/2009 -

Pelayanan Publik

... meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,
tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

- Ps. 5 (2) UU 25/2009



          eskipun UUD 1945 tidak mengatur secara
eksplisit mengenai pengakuan dan pemenuhan
hak warga negara atas pelayanan publik, ada
beberapa hak konstitusional yang berkaitan
dengan pelayanan publik. Misalnya hak atas
pendidikan dan hak atas layanan kesehatan.

Di lain pihak, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
mengamanatkan kewajiban Negara untuk
menyelenggarakan pelayanan umum.



Kualitas Pelayanan Publik
Tidak Bernilai Statis

Kualitas Pelayanan Publik
Tidak Bernilai Statis

meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih
cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah
dijangkau) pada instansi pemerintah;
meningkatnya jumlah unit pelayanan yang
memperoleh standardisasi pelayanan nasional
dan/atau internasional pada instansi
pemerintah; dan
meningkatnya indeks kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
oleh masing-masing instansi pemerintah.

- Sub 1.6 Lampiran 1 Permenpan RB 90/2021 -



Pelaksana dalam menyelenggarakan
pelayanan publik harus berperilaku
sebagai berikut:
h. menjunjung tinggi nilai-nilai
akuntabilitas dan integritas institusi
penyelenggara.
[Ps. 34 huruf h UU 25/2009)

Integritas

Pelayanan Publik

Jembatan
kontekstual-normatif

Jembatan
kontekstual-normatif

Pelayanan publik memiliki keterkaitan
dengan integritas para aktornya, terutama

penyelenggaranya. Artinya, integritas
tidak dapat dipisahkan dari upaya

negara memastikan pemenuhan
pelayanan publik kepada

warganya.
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perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang,
menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut,

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian

materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
- Ps. 1 angka 3 UU 37/2008 -

Perilaku Nirintegritas

Maladministrasi

Tidak mengaktualisasikan nilai-nilai antikorupsi:
jujur, mandiri, bertanggung jawab, berani, sederhana,
peduli, disiplin, adil, dan kerja keras.

Telattttt
  Ngantor



Dampaknya bisa
jadi serius kan?!

Setelah hari itu, yang bersangkutan
tidak akan pernah lagi meminta

hak konstitusionalnya atas
layanan kesehatan
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Service Delayed,Service Delayed,
Service deniedService denied

Pada tataran yang ekstrem,
penundaan pemenuhan hak warga negara

(terutama yang bersifat dasar) untuk
mendapatkan pelayanan dapat berujung

pada tidak terpenuhinya hak
warga negara tersebut

Dilihat dari karakteristiknya, beberapa
pelayanan publik menyasar pemenuhan hak-

hak dasar warga negara, misalnya
pendidikan dan kesehatan.

Secara kontekstual, hal tersebut diafirmasi
melalui atribut tertentu sebagai penanda

bagi pentingnya penunaian pekerjaan
tersebut. Misalnya, penyebutan "urusan
wajib pemerintah daerah" di UU 23/2014.



Ternyata tidak hanya penyelenggara
pelayanan publik yang harus
menjaga integritas
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Undang-Undang Pelayanan Publik
mengatur hubungan antara 2 aktor

masyarakat dan penyelenggara

Undang-Undang Pelayanan Publik
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IngatIngat
Bukan hanya aparat pemerintah,
masyarakat sebagai pengguna layanan
juga harus menegakkan integritas dalam
penyelenggaraan pelayanan publik.

Menegur atau memanfaatkan layanan
pengaduan pelayanan publik terhadap
perilaku tidak berintegritas yang dapat
menimbulkan kerugian publik/individual
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